WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR BY TAHUN 2015
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Menimbang

DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa persyaratan substanfif pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan adalabh Pelimpahan
sebagian wewenang Walikota kepada Camat yang meliputi
wewenang bidang perizinan dan non perizinan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
138-270 Tahum 2010 tentang Petunjuk teknis pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

bahwa dalam upaya meningkarkan kapasitas Camat dalam
penyelenggaraan urusan peme’intahan serta dalam rangka
percepatan  pelayanan kepada  masyarakat, perlu
melimpahkan sebagian keweaangan pemcrintahan dari
Walikota kepada Camat;

bahwa pengaturan fentarg pelimpahan sebagian
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Paléembang
Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan peraturan
perundang-undangan yang betlaku saat ini, schingga perlu
disesuaikan dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Pelimpahan
Sebapian Kewenangan Pemerinitahan dari Walikota kepada
Camar;

Mengingat : 1. Undang-Undang.............



Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat || dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubiilk
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talitin 2014 Nomor 244, Tambahai Leimbaran
Negara Republik Indonesia Nonior 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ftentahg Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomol 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomior 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanin Administrasi Terpadu
Kecamatan;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomof 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA
CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

R

o

. Kota adalah Kota Palembang. .
. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
. Walikota adalah Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

. Kecamatan adalah wilayah kerjfa Camat sebagai perangkat

daerah. _
Camat adalah Camat dalam Kota Palembang,.

Bab [l Kedudukan.............



BAB Il
KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

[l]l{ecgmatan merupakan perangkai daerah sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu
dan dipimpin oleh Camat,

(2) Camat berkedudukan di bawali dan bertangeung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

(1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi:
a. mengkoordinasikan kegiatan pémberdayaan masvarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;

¢. mengkoordinasikan penerapari dan penegakan peraturan
perundang-undangan; I

d. mengkoordinasikan pemeliharian prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

¢. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;

[. membina penvelengaraan pemerintahan kelurahan; dan

g melaksanakan pelavanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya atau belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaxssud pada ayat (1) Camat
melaksanakan kewenangan penierintah yang dilimpahkan
oleh Walikota untuk menangan! sebagian urusan otonomi
daerah vang meliputi aspek:

perizinan;

non Perizinan;

koordinasi;

pemhbinaan;

pengawasan;

fasilitasi;

penetapan;

. penyelenggaraan; dan

kewenangan lain vang dilimpahkan.

SEpm oA R

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencakup penyelenggiraan urusan pemerintahan

pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-
undangan.

(4) Pelimpahan sebagian wewenarg Walikota kepada Camal

sebagaimana dimaksud ayat {2} dilakukan berdasarkan
kriteria eksternalitas dan efesiensi.

Bab [l Kewenangan.............
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BAB 111
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

(1) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (2) meliputi: |

(2

-
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bidang pendidikan;

bidang kesehatan;

bidang pekerjaan umum;

bidang pertanian;

bidang perhubungan;

bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi:
bidang lingkungan hidup; |

bidang pertanahan;

bidang ketenagakerjaan;

bidang kependudukan dan pehcatatan sipil;

bidang pemberdayaan masyarakat;

bidang sosial kemasyarakatan dan penanggulangan
bencana;

bidang perekonomian dan keuangan;

bidang  keluarga berencana dan  pemberdayaan
perempuan;

bidang komunikasi dan informasi;

bidang politik dalam negeri den adminstrasi publik;
bidang hukum dan peraturan perundang-undangan;
bidang pariwisata dan budave;

bidang penataan ruang; dan

bidang ketentraman dan keteitiban.

Pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a,
meliputi:

a.

pRpC

pemberian izin gangguan [rngan) Luas tempat usaha
kurang dari 25 m? (Gol 1), Luis tempat usaha 26 m# - 50
m? (Gol. 2).;

1) warung sembako dan kelontongan di pemukiman;
2) home industri, kerajinan songket, ukiran kayu;
3) pengobatan alternative atau tradisonal;

4) cucian motor (R2) tanpa bengkel;

5) warung internet game online;

6) jasa penyewaan game (playstation dan sejenisnya);

7) praktek dokter atau bidan perorangan tanpa rawat
mnap,

8) jasa gunting rambut atal salon dengan 2 (dua) kursi
layanan:

9) counter handphone;

10} air minum isi ulang: .
pemberian surat izin usaha peérdagangan mikro dan kecil;
pemberian izin tanda daftar perusahaan mikro dan kecil;
pemberian izin pemakaman dan pengabuan jenazah;
pemberian izin pemotongan hewan, )
(pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar
keagamaan dan upacara adal, contoh : hewan kurban dan
agiqgah yang dilakulkan di luat (RPH) Rumah Potong Hewan)
pemberian izin operasional s=lon kecantikan:

g.pemberian &Zin.............



g, pemberian izin operasional pemangkas rambut;
h. pemberian izin operasional panti pijat urut tradisional

i.

(PPUT); dan

pembenian izin penyelenggaraan media reklame insidentil
1) reklame kain atau banner atau vinil dan sejenisnya

2) reklame melekat, sticker

3) reklame selebaran

4) reklame berjalan termasuk pada kendaraan

) reklame udara

6) reklame suara

7) reklame film/ slide

8) reklame peragaan

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek non perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b,
meliputi:

a.

moop o

M

B

pelayanan pendaftaran surat pernvataan atau keterangan
ahli waris;

pelayanan penerbitan sural keterangan kelahiran;
pelayanan penerbitan surat keferangan kematian;

. pelavanan penerbitan surat keierangan lahir mati;

pelayanan penerbitan surat kelsrangan perkawinan;
pelayanan penerbitan surat keterangan jaminan bertempat
tinggal,

pelayanan penerbitan surat, keterangan pindah antar
kecamatan dalam wilavah Kots;

. pelayanan penerbitan surat keterangan pindah datang

penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam
kota;

pelayanan pengentrian data dan perekaman kartu tanda
penduduk elektronik;

pelayanan penerbitan surat keterangan kependudukan

bagi masvarakat vang belum terbit dan atau yang hilang

kartu tanda penduduk elektroniknya;
. pelayanan penerbitan dan penandatanganan permohonan
pembuatan kartu keluarga;

pelayanan penerbitan surat kéterangan umum lainnya;

. legalisir dokumen kependudukan dan lain-lain;
. rekomendasi;

1. pembangunan dan operasional taman kanak-kanak,
sekolah dasar, sekolah ménengah pertama dan sekolah
menengah umum atau sebutan lainnya;

2. izin sarana keschatan;

3. keringanan biaya rujukan biaya kese:hat_an fk_eluarga
miskin dan badan penyelenggaraan jaminan sosial;

4. pemasangan tiang listrik dan telepon;

5. pemanfaatan rawa; ) -

6. persetujuan tetangga | sebagal persyaratan izm
mendirikan bangunan; |

7. lokasi perumahan, perkarntoran dan perumahan;

8. usaha perkebunan untuk perisahaan; )

9, pengajuan kredit pinjaman kepada pemerintah/

lembaga keuangan; , |
10. pembangunan usaha pasar di wilayah kecamatan;
11. tempat usaha pasar di wilayah kecamaran;

12.pendirian koperast.............



12. pendirian koperasi;

13, izin untuk penerbitan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum;

14. pendaftaran surat pengakuan hak usaha atas tanah;

15. surat pengoperan hak;

16. tempat penampungan dan penyaluran tenaga kerja
Indonesia,;

17. proses pendirian tempat ibadah dan kegiatan sosial
kemasvarakatan lainnya;

18. pendaftaran lembaga swadaya masyarakat vang
bergerak di bidang sosial;

19, pembangunan sarana sosial;

20. pendirian yayasan,

21. memberikan surat penganiar/sural kelerangan untuk
penerbitan menara radio dan telekomunikasi;

22. memberikan surat pengan@:ar;‘surat keterangan untuk
penerhitan terkait  dengan pendirian  warung
telekomunikasi, warung selller dan sejenisnya;

23. tanda daftar usaha pariwisita; dan

24, keramaian, hiburan serta kenduri.

Pasal 5

Pelimpahan schagian wewenang Walikota kepada Camat disertai
dengan personil serta sarana dan prasarana untuk
melaksanakannya.

Pasal 6

(1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 wajib meémperhatikan:
a. standar dan norma sesuai derigan ketentuan yang berlaku;
b. kebijakan pemerintah daerah; dan
¢. keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas pemerintahan dan pembangunan.

(2} Dalam menyelenggarakan  kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, terutama menyangkut hal vang
berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijgkan_
operasional pemerintahan daeran, Camat wajib berkoordinasi
dengan unit atau satuan kerja yang secara fungsional
melaksanakan dan atau mengelgla bidang kewenangannya.

(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terutama menyangkut hal
bersifat teknis operasional, Camat wajib mela@an@qag
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan s1mphka§u
dengan badan/dinas dan/atau unit pelaksana teknis
dinas/badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab IV Permiiayaan. ...



BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 7

(1) Pelimpahan kewenangan sebagainana dimaksud dalam Pasal
4, disertai dengan pembiayaan yang sebanding dengan
besarmnya kewenangan yang dilimpahkan.

(2} Pembiayaan dimaksud pada ayat (1] dianggarkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang,

Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan vang dilimpahkan
merupakan objek retribusi maka penerimaan tersebut
merupakan penerimaan dacrah [dan wajib disctor ke kas
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat saldo lehih anggaran pelaksanaan
kewenangan yang dilimpahkah maka saldo tersebut
disetorkan ke kas daerah.

BAB V _
PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pelaporan

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan pgnyelenggaraan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh tim
pembinaan dan pengawasan yany sckurang-kurangnya terdin
dari unsur sekretariat daerah, lembaga teknis daerah dan
dinas daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

(3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kewenangan yang
diserahkan kepada Camat dilaksanakan oleh tim pembinaan
dan pengawasan.

(4) Dinas daerah dan lembaga t¢knis daerah. yang sebagian
urusar4ilimpahkan kepada Camat memberikan pembinaan
dan bimbingan tcknis terhadap penyelenggaraan kewenangan
vang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-
waktu.

(5) Penyelenggaraan wewenang Ssebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 harus dilaporkan oleh Camat secara berkala kepad:a
Walikota melalui Sekretaris Dagrah sctiap triwulan dan akhir
tahun.

di}PeIapomn Sebagaimand. ..........«.



(6) Pelaporan sebagaimana dimakstd pada ayat (5) meliputi

(1)

(2)

(3)

aspek:

a. ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan;

b. efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan;

c. ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan
kegiatan; dan

d. ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

Evaluasi terhadap penyelenggaraan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diadakan setiap akhir tahun
berdasarkan pada laporan serta hasil monitoring tim.

Apabila hasil evaluasi sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
menyimpulkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakefektifan
pelaksanaan pelimpahan wewerlang maka tim monitoring
melakukan pembinaan terlebih dZhulu.

Apabila hasil evaluasi selanjutnya menyimpulkan tlidak
terdapat perkembangan/perbaikan maka tim monitoring
memberikan telaah kepada Walikota guna mencabut
kewenangan yang dilimpahkan dan dilimpahkan kembali
kepada instansi yang menangani kewenangan tersebut.

BAB VI
PROSEDUR PENANDA’I‘ANQ'ANAN

Pasal 11

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan urusan
yang dilimpahkan kepada Camat s¢bagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

BAB VII
PERTANGCUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang
dilimpahkan, dilaksanakan oleh:Camat.

Pertanggungjawaban sebagaimgna dimaksud pada ayat [Zl]
disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dan tembusannya kepatla dinas daerah dan lembaga
teknis daerah terkait. '

Pertanggungjawaban sebagaimina dimaksud pada avat (1)
berpedoman pada peraturan| perundang-undangan yang
berlaku.

Bab VIIT Pencabutan.............



BAB VIII
PENCABUTAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG

Mue=! 172
Dengan berlakunya Peraturan Wallkota ini maka sebagian
wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang
telah dilimpahkan kepada Badan| Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang sepanjang vang
telah diambil alih kewenangannya berdasarkan Peraturan

Walikeorq inj dicakuit dan dilimnshlan keparda Camas
BAB IX
PENUTUP
Pasal 14
Peraturn Walikots int inwiar berlabku pada tangeal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, ma%:eﬁnmhkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang,

Ditetagkan dj Palembang
pada thn 17 nMogmber 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1F november 2015 _
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

e

UGOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015NOMOR &4




m. usaha jasa trasportasi pariwisata.

£. usaha jasa makanan dan minuman;
h. usaha kegiatan hiburan dan rekreas;
i. usaha jasa konsultan pariwisata;

J. usaha wisata kota;

k, usaha jasa perjalanan wisata

l. usaha spa; dan

Pengawasan:
a. pengendalian pengelolaan kegiatan pariwisata dan kebudayaan di

kecamatan;
b. penanaman nilai-nilai sejarah daerah dan nasional,

dan/atau aparat keamanan dalam penerapan dan penegakan
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
serta  pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
ketertiban dan ketentraman umum di wilayah kecamatan;

b. melakukan  keordinasi dengan pemuka agama dan tokoh
masyarakat yang ada di wilayah kecamatan. untuk mewujudkan
ketertiban dan ketentraman umum;

Pembinaan:
pariwisata dan kebudayaan daerah.
19 | BIDANG PENATAAN RUANG Koordinasi: N a. Badan
Penataan ruang. Perencanaan
Pengawasan: Wemwwm.ﬂnwczws
Implementasi rencana tata ruang kota dan rencana tata ruang b. Di Tata K
e s . Dinas Tata Kota
= - Aee : Kota Palembang
20 | BIDANG KETENTRAMAN DAN Koordinasi : a. Satuan Polisi
KETERTIBAN. a. melakukan koodinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait Pamong Praja Kota
Palembang

Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Tentara Nasional
Indonesia

¢ melakukan Koordinasi ...



LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI

WALIKOTA KEPADA CAMAT

ﬁ@.ﬁ_\wz PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT — _
BIDANG KEWENANGAN YA PENANGGUNG
No DILIMPAHKAN e RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN JAWARB/
— . = PENERIMA TEKNIS
] N | —— 2 3 Y =
T Ty e = T e I —— o 3 . o
1T | BIDANG PENDIDIKAN enyelenggaraan pelaksanaan peny ullifea progran - wajib belajar Diinns Pendidikan,
i Pemuda dan
sty Olahraga Kota
a pengusulan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana | Palembang

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah MMenengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan;

b. fasilitasi kegiatan penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga:

c. pengusulan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang
berprestasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

d. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;

e. melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dalam rangka
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat,

I. pemberian rekomendasi kegiatan di bidang pendidikan.

Rekomendasi:
Pembangunan dan operasional Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum atau

sebutan lainnya.




A-RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT

LAMPIRAN !
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI

WALIKOTA KEPADA CAMAT

| BiDANG KEWENANGA
No caNvANG | RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

DILIMPAHKAN
e 2 )

I | BIDANG PENDIDIKAN

Fasilitas:

a. pengusulan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecarmatan;

b. fasilitasi kegiatan penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga;

c. pengusulan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang
berprestasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

d. peningkatan peran serta masvarakat di bidang pendidikan;

| e. melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas

| Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dalam rangka

| penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat;

| f. pemberian rekomendasi kegiatan di bidang pendidikan,

4
| Dinas Pendidikan, |

PENANGGUNG
JAWAB/

Pemuda dan
Olahraga Kota
Palembang

| Rekomendasi:
Pembangunan dan operasional Taman Kanak-kanal, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum atau
sebutan lamnya.

PENERIMA TEKNIS

———

Pengawasan | a.sarand dan grasaramni. . .........

4t 7



Pengawasan:
a. sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah dan pendidikan

dasar; dan
b. monitoring pelaksanaan ujian sekolah di Kecamatan.
prm— T e U e e e e e el
2 | BIDANG KESEHATAN Koordinasi : Dinas Keschatan
Kota Palembang

a. kegiatan  pencegahan dan pemberantasan  penyakit dalam
lingkungan Kecamatan;

b. peningkatan kesehatan lingkungan;

¢. monitoring tindak langsung perbaikan gizi masyarakat;

d. kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga

— o beTEnCRDA;

e. penicegahan dan penanggulangan penysaiahguaan cbatynaslotila, | L

psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

f. mengkoordinasikan penanggulangan masalah kesehatan akibat
beneana di wilayah kerjanya; dan

2. pembentukan tim gerak cepat penanggulangan bencana dan wabah.

Rekomendasi ;

a.izin sarana kesehatan; dan
b. keringanan biaya rujukan biaya kesehatan/Keluarga Miskin dan

Penyelengparaan Jaminan Sosial.

Fasilitas;

a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif
{peningkatan kesehatan masyarakat] dan preventif [pencegahan
penyakit);

b, pelaksanaan surveiliance epidemologi dan penanggulangan wabah
penyakit di lingkungan Kecamatan; dan

c, pelaksanaan penyelenggaraan sistem pembiayaan kesehatan
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pengarvasan @ pelayanan pusal...........-.

L



Pengawasan:
Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (terbatas pada peningkatan
disiplin  Pegawai Negeri Sipil teknis administrasi] bukan teknis

fungsional,

'BIDANG PEKERJAAN UMUM

- Penyelenggaraan:

a. pengembangan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan
swasta dalam pengelolaan  pembangunan dan  pemeliharaan
prasarana perkotaar;

b. pelaksanaan penomoran bangunan, pemasangan nama jalan dan
lorong;

wopendataan bangupan;

d. kebersihan linglkungan, jalan, jembatan dan utiias Umany, —

e, usulan kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, saluran drainase
dan lampu penerangan jalan;

f. pemeliharaan fasilitas dan utilitas umum di Kecamatan; dan

g. mensosialisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

sampai dengan hurufl g,

Rekomendasi:

a. pemasangan tiang listrik dan telepon;

b. pemanfaatan rawa;

¢. persetujuan  telangga
Bangunan; dan

d. lokasi perumahan, perkantoran dan perumahan;

sebagai persvaratan lzin Mendirikan

Pengawasan:

a. pengendalian fungsi dan manfaat jalan kota;

b. pengendalian fungsi dan manfaat prasarana dan sarana perkotaan;

c. pemanfaatan bangunarn;

d. penggalian jalan trotoar pada jalan umum yang dilaksanakan clech
instansi pengelola utilitas (PDAM Tirta Musi, PT. PLN, PT. Telkom

a. Dinas Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pengelalaan
Sumber Daya Air
Kota Palembang

b. Dinas Pekerjaan
Yraum-Ciple
Karya dan
Perumahan Kota
Palembang

c¢. Dinas Tata Kata

Kota Palembang

dan lain-lain);

e. mengawast apabila



|..vang terpasang di wilavah Kecamatan.

4

BIDANG PERTANIAN

Penyelenggaraan;

f. menginventarisasi sarana pemerintahan khususnya jalan dan
jembatan yang ada di wilayahnya;
g penggunaan bantuan rteknis

Penyediaan Air Minum,
h. penyelengparaan pemeliharaan drainase di lingkungan pemukiman;

i, pengawasan bantaran, garis sempadan sungai dan/atau saluran di
wilavah Kecamatan;
j. pengawasan terhadap lampu penerangan jalan umum vang mati

atau rusak; dan
k. pemantauan dan pengawasan reklame non permanen komersial

dalam  pengembangan  Sistem

e

T r—

a. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di Kecamatan;
b. penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan
pangan;
¢ peningkatan  motivasi  masyarakat/aparat  dalam  rangka
pemantapan ketahanan pangan;
d. gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat
dan stabilitas harga pangan masyarakat;
e, penyuluhan dan penerangan kepada masvarakat tentang ketahanan
pangan pada tingkat rumah tangga;
penghijauan di Kecamatan,;
. pendataan lahan pertanian yang terkena bencana alam (banjir,
kekeringan. longsor dsh);
. pendataan alih fungsi lahan;
pendataan populasi ternalk:
. pendataan harga pasar hasil pertanian; dan
k. pengembangan dan pembentukan kawasan usaha peternakan.

Thres e

Dinas Pertanian, IL
Perikanan dan
Kehutanan Kota
Palembang

|

Rekomendasi

———
usaha perkebunan. ..........

A
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| BIDANG PERHUBUNGAN

|"d- petigawasar Il Hrias tarmakedan—— -

Rekomendasi: N . L lﬁ — e |

Usaha perkebunan untuk perusahaan.

Pembinaan:
Pemberdayaan kelompok tani masyarakat,

Koordinasi:
a. perlindungan tanaman pangan, holtikulttira, ternak dan perikanan;

b. perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan

penyakit hewan menular kepada manusia;
¢. pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan

penggunaan pupuk organik dan pestisida;
e. pelaksanaan penanggularigan penyakit rabies.
Falisitas:
a. penyuluhan dan penerangan kepada masvarakat tentang penyakit

hewan vang bersifat zoonosa;
b. pembentukan kelompok tani masyarakat; dan

c. rekayasa teknologi tepat guna;

T e

e ——

Rekomendasi:

a. perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di
jalan Kecamatan;

b. usulan penerangan jalan umum; dan

¢, tempat parkir yang dipakai sebagai garasi dan/atau jalan umum,

Pengawasan:
a. rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan Kota;
| b. perbengkelan umum;
c¢. pengoperasian radio komunikasi; dan
d, aspirasi masyarakat sekitar pemancar radio komunitas.

_79“._»
Kota Palembang

S |

s Perhubungan

6. Bidang Perindustrian...............

MO



BIDANG PERINDUSTRIAN, ]
PERDAGANGAN, DAN KOPERAS!

b, kemitraan antara industr kecil dan menengat;
¢

Koordinasi:

a. perkembangan harga sembilan bahan pokok:

b. pengawasan peredaran minuman beralkohol;

¢. peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

d. pembinaan koperasi;
b

e. pembinaan dan pengembagan usaha kecil di tingkat Keeamatan;

dan
. pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa.

Fasilitasi:
a. perolehan permodalan bagi usaha kecil dalam pengembangan

usaha:

. pencatatan, pendataan, penvuluhan, monitoring dan pengawasan

usaha dagang kecil non formal; dan
d. fasilitasi dan koordinasi pengaturan, pendataan dan pembinaan

terhadap pedagang kaki lima.

Rekomendasi:
a. tanda daftar perusahaan;

b. situ/fizin gangguan (HO};
¢, pengajuan kredit pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan;

d. rekomendasi pembangunan usaha pasar di wilayah Kecamatan;
e. rekomendasi tempat usaha makan dan restoran;

[, rekomendasi pendirian koperasi; dan
g- rekomendasi izin untuk penerbitan Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum.

— e — ey

o —_

~

| BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Penyclenggaraan:

| €. sosialisasi dan penyuluhan kebersihan,

a. pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan
oleh usulan/kegiatan perusahaan/masyarakat;

b. pelaksanaan kegiatan ketertiban, kebersihan dan keindahan; dan

a. Dinas

b, Dinas Kebersihan
| __Kota Palembang |

Perindustrian,
Perdagangan dan
Koperasi Kota
Palembang

. Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu Kota
Palembang

. Badan ﬂmr eﬂnl
Hidup Kata
Palembang

Koordinasi ! pengelolaan sampaf...............

“



|

Koordinasi:
Pengelolaan sampah dari tempal pembuangan sementara ke tempal

pembuangan akhir,

Pengawasan:

a. pengelolaan limbah bahan berbahava dan beracun;

b. pengelolaan sampah oleh masyarakat;

[ c. perusahaan danjatau  kegiatan yang menimbulkan dampak
lingkungan;

d. pelayanan pengangkutan sumber sampah ke tempat pembuangan
sementara;

| . menjaga kebersihan wilayah pada titik-titik rawan kebersiban

membuat usulan terkait dengan kebersihan wilayah kepada unit
kerja teknis;

{. pengawasan bidang pertamanan (penghijauan dan taman] i
wilayah Kecamatan; dan

g. melaporkan dan membuat usulan terkait dengan penghijauan dan
taman di wilayah kepada unit kerja teknis.

Fasilitas:

a. pengelolaan sampah menjadi barang-barang kerajinan
Sampabh];

b. pemberian peringatan terhadap lahan usaha/kegiatan vang wajib
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup;

c. pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan

d. penyuluhan peningkatan peran serta masyarakat untuk perbaikan

kualitas lingkungan.

(Bank

(saluran, trotoar, jalan protokol dan lair=Tain) serte metaporkan-dan

¢. Dinas Penerangan
Jalan, Pertamanan
dan Pemakaman
Kota Palembang

8. BIDANG PERTANAHAN. .......covveveie

o 7



ﬁm. | BIDANG PERTANAHAN

lo. undangan; —
f. pelaksanaan monitoring dan inventarisast (Cihadap setvap kegiatan |

2. memlasilitasi

Penyelenggaraan:

a, melaksanekan tertib administrasi pertanahan;

b. memberikan data dan informasi untuk penyusunan pedoman harga
dasar tanah;
c. penyelesaian sengketa pertanahan;

d. penyelenggaraan lavanan pembuatan akta tanah dalam kapasitas

Camal sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

e. memfasilitasi upaya pembebasan tanah milik masyarakat dan

pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara
menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

W i

yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara
bebas dan tanah timbul di wilayvah kerjanva; dan
pendataan, pengawasan  dan
pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Palembang,.

pengendalian

Rekomendasi:
a. pendaftaran surat pengakuan hak usaha atas tanah; dan

b. surat pengoperan hak.

e

9 [ BIDANG TENAGA KERJA

Penyelenggaraan:
Penyelenggaraan pendataan ketenagakerjaan

Fasilitas:

a. penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan;
b, pelaksanaan sistem padat karyva: dan

¢. pengembangan ketenagakerjaan.

Rekomendasi:
Tempat penampungan dan penvaluran tenaga kerja Indonesia

a. Kantor Pertanahan
Kota Palembang

ly. Bagian Keagrariaan
dan Batas Wilayah
Sekretariat Daerah
Kota Palembang

c. Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kota Palembang

d. Bagian Qrganisasi
dan Tata Laksana
Sekretariat Dacrah

Dinas Tenaga Kerja
Kota Palembang

Hota-Palembang___|

-

10, BIDANG KEPENDUDUKAN



10 | BIDANG KEPENDUDUKAN

Penyelenggaraan:
a.

o oo

i

h. pelayanan penerbitan surat Keterangan pindah datang penduduk

i

8

. pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran;
. pelayanan penerbitan surat keterangan kematian;
. pelayanan penerbitan surat keterangan lahir mati;

. pelayanan penerbitan surat keterangan pindah antar Kecamatan

. pelavanan penerbitan dan penandatanganan

. legalisir dokumen kependudukan; dan

pelayanan pendaftaran surat pernyataan atau keterangan ahli
waris;

pelayanan penerbitan surat keterangan perkawinan;
pelayanan penerbitan surat keterangan jaminan bertempat

tinggal;
dalam wilayah Kota Palembang;

e 2 L T g

warga Negara Indonesia antar Kecamatan daiarm Ko,
pelayanan pengentrian data dan perekaman Kartu Tanda

Penduduk Elektronil
pelayanan penerbitan surat keterangan kependudukan bagi

masyarakat yang belum terbit dan/atau vang hilang Kartu Tanda

Penduduk Elektroniknya;
permaohonan

pembuatan Kartu Kelurga [KK);
pelayanan penerbitan surat keterangan umum lainnya;

pengumpulan data klarifikasi maobilitas penduduk dan potensi
sumber daya pendudulc.

Dinas _ﬁuﬁmsm udukan |
dan Pencatatan Sipil
Kota Palembang

g x



' 11 | BIDANG PEMBERDAYAAN Penyelenggaraan:
MASYARAKAT Pengalokasian dan pembinaan pengadministrasian, serta pengendalian | Masyarakat dan
dana perimbangan kelurahan, Kelurahan Kota
Palembang
! Pembinaan;
“h a, pembinaan perencanaan pembangunan kelurahan; dan
[ b. pembinaan lembaga pemberdayaan kelurahan;
Fasilitas:
Usulan program proyek kelurahan. l_l
A2 [ RIDANG SOSIAL_ — — Edwﬁ_ng.“’ = 0 & W = la. Dinas Sosial Kota
KEMASYARAKATAN DAN a. pelayanan penerbitan surat kKeterangan tdaic marupuy dasn- | Palemhang Kota
PENANGGULANGAN BENCANA b. pemantauan daerah rawan bencana. Palembang
b. Badan

Pembinaan:
a. nilai kepahlawanan dan kejuangan;

Kegiatan penanggulangan penyakit sosial masyarakat,

Fasilitasi:

a. kegiatan  pendataan
kesejahteraan sosial;

b. pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan
bencana;

¢, pelaksanaan penanggulangan bencana vang meliputi:
I. pembentukan satuan lugas penanggulangan bencana di tingkat

| Kecamatan;

dan penanggulangan masalah-masalah

| Badan Pemberdayaan

-

Penangulangan
Bencana dan

b. pemberdayaan lembaga sosial masyarakat: dan Pemadam
c. kehidupan beragama. Kebakaran Kota

) Palembang
Rekomendasi : ; ) . c. Bagian Sosial
Proses pendirian tempat ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan Kemasyarakatan
lainnya. . Sekretariat Dacrah
Koordinasi: Kota Palembang

2. Camat selaku koordinator,............

=

—

W



| BIDANG PEREKONOMIAN DAN
KEUANGAN

L pendirian yayasan.

2, Camat selaku koordinator dan fasilitator melakukan tindakean
awal tanggap darurat penangulangan bencana bersama
masyarakat dan melaporkan kondisi lapangan kepada unit kerja
alpu instansi terkait; dan

3. menghimpun, mencatat dan mendistribusikan bantuan kepada
korban bencana yang membutuhkan berupa uang dan barang di
wilayvah Kecamatan,

d. membantu  pelaksanaan  pelavanan  pendataan  masalah
kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah
kesejahteraan sosial;

. membantu pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial; dan

i

koordinasi penertiban gelandangan dan pengetiis:”

Rekomendasi:

a. pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang
sosial,

b. pembangunan sarana sosial; dan

e e e e e

Penyelenggaraan:

a. penyvelenggaraan kegiatan administrasi keuangan;

b. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan
retribusi daerah; dan

c. membantu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Pembinaan;
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan,

. _membantu_pelaksanaan pendataan dan pemantauan serta

—— —

a. Badan Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah Kota
Palembang

b. Dinas Pendapatan
Daerah Kota
Palembang

¢. Bagian
Perekonomian

Sekretariat Daerah
Kota Palembang
=

14. BIDANG KELUARGA BERENCANA...

Aoy
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14 g BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

" a. pengembangan NSUTUST mEsyarakat wtulc

Penyelenggaraan:
a. pelalisanaan penvuluhan keluarga berencana;
pelaksanaan pendataan dan pemetaan keluarga;

h.
¢. pemberdayaan ekonomi keluarga;
d. penyuluhan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana

dalam pemberdayaan sumber daya manusia dengan pendekatan

bina keluarga; dan
e. peningkatan peran keluarga dalam pemberian perlindungan dan
penghapusan tindale kekerasan terhadap perempuan, anak dan

remaja.

Pembinaan:

pembangunan keluarga berencana;
b. pengayvoman terhadap peserta keluarga berencana aktif;
¢. ketahanan keluarga melalui pola asuh anak dalam keluarga; dan
d. pembinaan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam

keluarga dan masyarakat.
Fasilitas:
a. fasilitasi peningkatan kesetaraan gender;
[asilitasi pembangunan ekenomi keluarga.

- | Badan Keluarga |

Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan

-— = |||_

15, BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. ...............



15 | BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Penyelenggaraan:

a. membuat peta potensi Kecamatan yang berkaitan dengan visi dan
misi Kota;

b. membuat data/informasi potensi Kecamatan untuk pelayanan

_ kepada masyarakat; dan
¢. menampung aspirasi masyarakat sebagai umpan balik dari adanya

kebijakan Pemerintah Kota,

L

Rekomendasi:

a. memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk penerbitan
rekomendasi menara radio dan telekomunikasi; dan

. b. memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk _uonn_.r:m:
rekomendasi  terkait dengan pendirian  warung tolelkomuni

warung seluler dan sejenisnya,

Pengawasan;
Pendistribusian, pemutaran dan pengendalian perfilman dan rekaman

video.

Pengumpulan dan Penyampaian Informasi:
Memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota di wilayah

Kecamatan.

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ADMINISTRASI PUBLIK
1. Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan:

a. melaksanakan pemantauan data eks tahanan G 30 S/PKI yang ada
diwilayah Kecamatan;

b, melaksanakan kegiatan pengerahan/pengendalian Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dan
operasional perlindungan masyarakat lainnya;

c. melaksanakan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana dan
gangguan keamanan dan ketertiban; dan

D Dinas Komunikasi

lan Informatika Kota

Palembang

a. Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kota Palembang

b. Satuan Polisi
Pamong Praja Kota
Palembang

d. melaksanakan pengadministrasian. ...

wn ~



2. Pembinaan Kelurahan

ja. kegiatan  hubungan dan  kerjasama  dengan  organisasi

d. melaksanakan pengadminisirasian dan pelayanan di bidang
keamanan dan ketertiban.

Pembinaan;
a. keamanan dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daeraly;

b. penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima;
¢. ideologi negara dan kesatuan bangsa; dan
d. Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fasilitasi:

kemasyarakatan, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat
“dan organisasi profesi-dalarm ranghakesatianbangses;
b. kegiatan pemilihan umum;
kegiatan pembauran bangsa dan melaksanakan kajian strategis
daerah yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan
kepahlpwanan;
d. kegiatan menciptakan iklim demokratisasi yang kondusif; dan
e. pembinaan kerulkunan hidup antar umat beragama,

Penyelenggaraan:
a. penyelenggaraan  evaluasi  kinerjaflomba  kelurahan  tingkat

Kecamatan;

b. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pengurus
rukun warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan d

a. Penyelenggaraan evaluasi kinerja/lomba  Kelurahan  tingkat
Kecamatan;

b. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pengurus
Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
di wilayah kerjanya;

c. pengusulan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar
kelurahan;

Badan Pemberdayan
Masyaralkat dan
Kelurahan Kota
Palembang

|

d. pengusulan penetapan

pemeRaran... .o

A



3. Kepegawaian

d. pengusulan penetapan pemekaran rukun tetangga/rukun warga;

dan
¢. pengusulan penetapan pemekaran kelurahan.

Fasilitas:
a. penyusunan profil kelurahan; dan
b. penyelesaian permasalahan kelurahan.

Pembinaan dan Pengawasan:
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

kelurahan,

Penyelengaraan:

a. pengusulan mutasi, rotasi
lingkungan Kecamatan;

b. pertimbangan
kelurahan;

¢, pengusulan pemberhentian sementara, pensiun dan penghargaan

untuk pangkat pada lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
d. pemberian izin cuti;
e. sebagai pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam pembuatan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaarn;
1) Sebagai Pejabal Penilai;
a. Lurah; dan
b. Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi;
2) Sebagai Atasan Pejabat Penilai;
a. Pelaksana Kecamatan; dan
b. Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi; dan
f. penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi:
1} teguran lisan;
2} teguran tertulis; dan

3) pemyataan tidak puas.

dan formasi pangkat pegawai di|Badan Kepegawaian
Daerah dan Diklat

pengangkatan Lurah dan pejabat  struktural | Kota Palembang

e — = ]

4, Perlenghkapan .............
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4. Perlengkapan

Penyelenggaraan:

a. pengusulan rencana kebutuhan barang umum dan rencana
tahunan kebutuhan barang umum;

b. pengusulan bendaharawan barang dan pengelolaan administrasi

barang kecamatan dan kelurahan;

perawatan barang inventaris kecamatan dan kelurahan;

pengusulan penghapusan barang kecamatan dan kelurahan: dan

e, pelaksanaan invetarisasi barang milik daerah atau kekayaan
daerah Jainnya yang ada di wilayah Kecamatan.

a0
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RIDANG HUKUM, DAN._
PERUNDANG-UNDANGAN

Fasilitasi:

e

| a. kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap Keluargs sadar|

hukum dan kelurahan sadar hukum;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum
daerah; dan

c. penyelesaian masalah hukum dan pelayanan hulkum.

Pengawasan
Implementasi Peraturan Daerah

| a. Bagian Hukum

a. Badan Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah Kota
Palembang

b. Bagian Umnmum dan

Perlengkapan
Sekretariat Daerah
Kota Palembang

Sekretarac Daerai
Kota Palembang

b, Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah
Kota Palembang

18

BIDANG KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

Penyelenggaraan:
pelaksanaan implementasi potensi objek dan kawasan wisata,

Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

. usaha daya tarik wisata;

. usaha kawasan pariwisata;

. usaha jasa pariwisata;

. usaha jasa informasi pariwisata;

. usaha penyediaan akormodasi;
usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan intensif, konferensi
dan pertemuar;

o ocogoR

| Binas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota
Palembang

4 usaha jasa makanan




| ¢ melakukan koorcinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian
| tengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya;
d. melaksanakan  penertiban  terhadap pelanggeran  peraturan
perundang-undar gan mengenai lingkungan; dan
e. menyelenggarakan monitoring dan  evaluasi kegiatan  dibidang
ketenteraman dat ketertiban,

Reliomendasi :
Keramaian, hiburan dan kenduri.

VALIKOTA PALEN BANG,

~ HARNOJOYD
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PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 54
TENTANG

TAHUN 2015

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI
WALIKOTA KEPADA CAMAT

RINCIAN KEWENANGAN CAMAT YANG DILIMPAHKAN DARI WALIKOTA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NO. | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

|u. e
=

.

b.

[zt1 Cangguan (Ringan).
(Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor
Pembinaan
Gangguan).

. air minum isi ulang;

2

18 Tahun
dan

2011 1entang
Retribusi lzin

warung sembako dan kelontongan
d: pemukiman;

home industr, kerajinan songket,
ukiran kayu;
pengobatan
tradisonal;

alternatif atau

. eucian motor (R2) tanpa bengkel;
. warung internet game online;
jasa penyewaan game [slaystation

dan sejenisnyal;
praktek  dokter atau  bidan
perorangan tenpa rawat inap;

. jasa gunting rambul atau salon

dengan 2 (dua) kursi layanan;
counter handphone;

B o . . WAKTU
KELENGKAPAN URUSAN | mMTERMS | oo eoaan |
: _ - s 3 |n|H.|I ||IH| —rr 3 —— ,.||.m.. — _
[ Persyaratar : -Beden Penanamun & (enam) hari
Modal dan leerja

a.

b.

c

. fotokopi

. peta utau denah lokasi tempat usaha,

fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.

pas futo ukuran 2x4 sebanyale 2 (dua) lembar
fotokopi bulkti kepemilikan tanah /surat
perjanjian sewa atau kentral/surat perjanjian
pinjam pakai,

fotokopi akta notaris bagi yang berbadan

hukum.

bukti lunas Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) tahun berjalan.

melampirkan izin mendirikan bangunan (IMB]
atau izin penggunaan bangunan (IPB] atau
sertifikat laik fungsi (SLF).
fotokopi dokumen kajian
diperlukan.

lingkungan bila

Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Palembang.

Luas tempatl usahu
kurang dari 28 m?
(Gol. 1).

Luas tempal tsaha
26 m? - 50 m* [Gol,
2},

Retribusi :

Gaol. 1

Rp. 200.000,- per izin
Gol, 2:

Rp. 275000 - per izin

== =

2, Surat [zin Usaha Perdagangai...........



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI
WALIKOTA KEPADA CAMAT

B. RINCIAN KEWENANGAN CAMAT YANG DILIMPAHKAN DARI WALIKOTA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

KELENGKAPAN URUSAN

3 ||I|

3

iz Garigguan (Ringan).

(Peraturan Daerah Kota Palembang

Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Permmbinaan dan  Retribusi  lzin
Gangguan).

a. warung sembako dan kelontongan
di pemukiman;

b. home industri, kerajinan songket,
ukiran kayu;

€. pengobatan
tradisonal;

d. cucian motor (R2) tanpa bengkel;

e. warung internet game online;

I jasa penyewaan game (playstation
dan sejenisnya):

@ praktek  dokter atau  hidan
perorangan tanpa rawat inap;

h. jasa gunting rambut atau salon
dengan 2 (dua) kursi layanan;

i. counter handphone;

Jj. air minum isi ulang;

alternatif atau

————TPersyaratan -

a, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.

b, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

c. fotokopi bukti kepemilikan tanah/surat
perjanjian sewa atau kontrak/surat perjanjian
pinjam pakai.

d. fotokopi akta notaris bagi yang berbadan
hukum,

e. fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun berjalan.

f. melampirkan izin mendirikan bangunan (IMB)
atau izin penggunaan bangunan (IPB) atau
sertifikat laik fungsi (SLF). .

g fotokopi dolumen kajian lingkungan bila
diperlukan.

h. peta atau denah lokasi tempat usaha.

" WAKTU
TIM TEKNIS PENYELESAIAN
—_——a - 5 I
 Badnn Penanaman | 6 (enam) har |
Modal dan kerja

Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Palembang.

Luas tempat usaha
kurang dari 25 m?
[Gol. 1).

Luas fempat usaha

26 m* - 30 m? (Gol.
2

Retribusi :

' Gol, 1

Rp. 200.000,- per izin
Gol, 2
Rp. 275.000, per izin

2. Surat Izin Usgtha Perdagangan. .........

 p



B, RINCIAN KEWENANGAN CAMAT YANG DILIMPAHKAN DARI WALIKOTA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NO,

i

———— e —

ST T g e (R ga):

{Peraturan Daerah Kota Palembang

b.

‘. pengobatan

. praktek

e d: AT r0iDUM isi ulang

Tm:S.ﬂZbZD}z YANG _UHEEE_.IE

=—as=sgeae g ||.|.|l. ——————— —

Nomor 18 Tahun 2011 tentang
w....ﬂ?:mm.: dan  Retribusi _nmn
Aangguan.

a. warung sentbako dan ﬁn_gazmﬁu

di pemulkiman;

home industri, kerajinan songket,
ukiran kayu;

alternatil atau

tradisonal;

. cucian motor {R2) tanpa bengkel;
. warung internet game online;
jasa penyewaan game (playstation

dan sdjenisnyal;
dokter atau  bidan
_um_,oa,nmw: tanpa rawat inap;

.Jjasa guniing rambut atau salon

dengan 2 (dua) kursi layanan:
counter handphone;
air minum isi ulang;

fotokopi kartu tanda penduduk pemohon,

pas foto ukuran 3x4 sebanyvak 2 (dua) lembar
_...,..Swa_u_ bukti kepemilikan tanah/surat
perjanjian sewa atau kontrak/surat perjanjian
pinjam pakai.

. fotokapi akta notaris bagi vang berbadan

hulaam.

fotokopi  Dbukti lunas Pajak Bumi
Bangunan (PBB) tahun berjalan.
Be_wav#wms izin mendirikan bangunan (IMI3)
atau izin penggunaan bangunen (IPB) atau
sertifikat lailk fungsi (SLF).
fotokopi  dokumen  kajian
diperlulean.

dan

lingkungan bila

. peta atau denah lokasi tempat usaha.

o~ B . = . WAKTU
 KELENGKAPAN URUSAN | TIM TEKNIS e
T i —— L e S e o S, =
ersvaratar: Penanaman | 6 (enam) hari
anm._ dan kena

Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Palembang,

Luas (empat usaha
kurang dari 25 m?
(Gel, 1),

Luas lempat wiaha
26 m? - 50 m? [Gol,
2.

Retribusi :

Gol, 1:

Rp. 200,000, per ixn
Gol, 2

Ry 275,000,+ por ixin

. ]

S e

2. Suyat Izin Usaha Perdagangan...



| Tanda

2

3 ——

= —_—

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Mikro dan Keeil.

(Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembinaan di Bidang Industri dan
Usaha).

Siup Mikro dengan modal
_RP. 0 -Rp. 50.000.000),-

Siup Kecil dengan modal
RP, 50.000.000 - Rp. 500.000,000-

Persyaratan :
a, fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon,
b. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
c. fotokopi bukti kepemilikan tanah/surat

Daftar Perusahaan (TDP)
Mikro dan Keeil,

(Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembinaan di Bidang Industdi dan
Usaha).

TDP Mikro dengan modal
RP. 0 -Rp. 50.000.000,-

TP Kecil dengan modal
RP. 50.000.000 - Rp. 500.000.000,-

Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan
Koperasi Kota

5

6 Hc:md: har
kerja

Non Retribusi

perjanjian sewa atau kontrak/surat perjanjian | Palembang.
pinjam pakai.
d. fotekopi akta pendirian perusahaan.
e. data akta pendirian perseroan yang telah
diketahui kementerian hukum dan hak asasi
‘manusia, |
f. fotokopi keputusan pengesahan sebagai badan
hulkum,
g. fotokopi surat izin gangguan.
h. melampirkan neraca awal perusahaan.
i. fotocopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan
(PBB) tahun berjalan, |
Persyaratan : | Dinas
a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon. Perindustrian,
b. fotokopi bhukti kepemilikan tanah /surat Perdagangan dan
perjanjian sewa atau kontral/surat perjanjian | Koperasi Kota
pinjam pakai. Palembang.
c. asli dan fotokepi akta pendirian perusahaan.
d. data akta pendirian perseroan yang telah
diketahui kementerian hukum dan hak asasi
manusia.
e. asli dan Fotokopi keputusan pengesahan
sebagai badan hukum,
f. fotokopi surat izin gangguan,
g. forokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan
L

b (enam) had
kerja

Non Retribusi

(PBB) tahun berjalan,

4, izin Pemakaman dan



L
4.

5

N 1

_umamrm?mz. dan m.o:mm_urmh._
Jenazah.
(Peraturan Daerah Kota Palembang

Nomor 5 Tahun 2011 tenlang
Pembinaan dan Retribusi
Pemakaman danj/atau Pengabuan
Jenazah).

lzin Pemotongan Hewan,

(Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pembinaan Retribusi Rumah Potong
Hewan).

a.

b,

c.

d

e

e,

Persyaratan : _

sural keterangan laporan kematian dari
kelurahan setempal,

surat keterangan pemeriksaan jenazah dari
rumah sakif atau puskesmas.

fotakopi kartu keluarga (KK} almarhum atau
almarhumah

fotokopi kartu tanda penduduk almarhum

atau almarhurah.

Totokopi kartu keluarga (KK] afil wearis acau

jawab almarhum atatil

penanggung
almarhumah,
rekomendasi penggalian tanah makam dan
letalkk  petak tanmah makam dari  Dinas
Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Palembang.

fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan

P— I—

ﬂ:um Penerangan
Jalan, Pertamanan
dan Pemakaméan
Kota Palembang,

wttoayMuntbp s Bo E0000- |

1 ?E& hari
kerja

Retribusi ;
Rp. 150.000.-

Pemakaman :

Mk Rp 50 000,

Hen Muathm : Hpo 108000,
Petpanjungan
Mustim © Rp, 25000,

Peminduhan Jdenazah ;
Ryn, 104,000

M Tumpaugan
Wb | R 50,000,

Homi Wuslir : ®Bp, S0.0000,-

d.

Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang
fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan
(PBB] tahun berjalan.

g
(PBB) tahun berjalar, |

Persyaratan : Dinas Pertanian, 1 (satu) hari
Pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar | Perikanan dan kerja
keagamaan dan upacara adat Kehutanan Kota

a. surat keterangan kesehatan hewan, Palembang. Retribusi :

b. surat keterangan kepemilikan hewan. Besaran Hetribusi

c. surat rekomendasi dari Dinas Pertanian. dintur dalam Prda

Kota Palembang

Namor 10 Tahun
2011

6. Surat Izin Operasional ...............



e e B — 3 [ 5
4. |lzin Pemakaran dan Pengabuan | Persvaratan : S a Dinas Penerangan | 1 (satu) hari
Jenazah. a. surat keterangan laporan kematian dari | Jalan, Pertamanun | kerja
(Peraturan Daerah Kota Palembang kelurahan setempat. dan “emakaman
ZQBO.q 5 Tahun 2011 tentang b. surat keterangan pemeriksean jenazah dari| Kota Palembang. Retribusi :
Pembinaan dan Retribusi rumah sakit atau puskesmas.
Pemakaman dan/atau Pengabuan c, fotokopi kartu keluarga (KK] almarhum atau e RsAR:
Lﬂ._..:.n&m.ui. almarhumah Misaliny | Rp. 50,008,
d. fotokopi kartu :anda penduduk almarhum Hﬂﬂ.ﬂwhﬂ P
| atau aimarhumah. S ot
e. fotokopi kartu kz2luarga (KK| Ghli waris wtau “PetlrialiePerpair| -
penanggung  jawab  almarhum atay Myﬁn"_.n%__.a_:éna "
almarhumabh. Mundien 1 Rp, 56,000,
f. rekomendasi penggalian tanah makam dan o MUBAE Rpl SO
letak petak tanah makam dari Dinas
Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Palembang.
g lotokopi bukti lurnas pajak bumi dan bangunan
(PBB} tahun berjelan,
5. | lzin Pemotongan Hewan. Persyaratan : - Dinas Pertanian, 1 (satu) hari
(Peraturan Daerah Kota Palembang | Pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar Perikanan dan kerja
Nomor 10 Tahun 2011 tentang keagamaan dan upacara adat Kehutanan Kota
Palembang. Retribusi :

Pembinaan Retribusi Rumah Potong
Hewarn),

surat keterangan kesehatan hewan.
surat keterangan kepemilikar hewan.

surat rekomendasi dari Dinas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang
fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan
(PBB) tahun berjalan.

Besaran Retribusi
thiatur delam Parda
Kota Palembang
Nomor 10 Tahun
2011

& Surat lzin Operasional .............



e ¢ E— = =—=—u @& — e & ____ 3
Surat ) lzin Operasional  Salon | Persyaratan : | Dinas Sosial Kota 6 (enam) hari
Kecantikan. a. mengisi formulir permohonan Palembang. kerja
. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.
[Peraturan Daerah Kota Palembang c. fotokopi surat izin ganpguan. Non Retribusi
Nomor 29 Tahun 2011 tentang| d. melampirkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2
Pembinaan dan Pengawasan Panti {dua) lembar
Pijat  Urut  Tradisional, Salon e. melampirkan fotokepi surat izin gangguan
Kecantikan dan Pemangkas Rambut), vang masih berlalku.
f. melampirkan  surat  keterangan/sertifikat
sebagai pekerja salon Kecantkan (Rhusus
salon kecantikan).
g melampirkan surat pernyataan bahwa tidak
melakukan tindakan asusila, tidak
menyediakan minuman keras dan obat-obatan
terlarang,
h. melampirkan fotokopi bukfi luras pajak bumi
dan bangunan (PBB) tahun berjalan,
Surat lzin Operasional Pemangkas | Persyaratan ; o Dinas Sosial Kota 6 (enam) har
Rambut, a, mengisi formulir permohonan Palembang. kerja
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemahon,
(Peraturan Daerah Kota Palembang c. fotokepi urat izin gangguan, Non Retribusi
Nomor 29 Tahun 2011 tentang d. melampirkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2
Pembinaan dan Pengawasan Panti {dua) lembar
Pijat  Urut  Tradisional, Salon e. melampirkan forokopl surat izin gangguan
Kecantikan dan Pemangkas Rambut), vang masih berlaku.
i, Melampirkan fotokopi bukti lunas pajak bumi
dan bangunan (PBB) tahun berjalan. _

8. Surat Izin Operasional ..o,

& 7



2 L _ A

4

u
—.|

e e et

Persvaratan

a. m::rc? kartu tanida penduduk pemohon.

b, Eatokopi sural izin gangguan.

¢, surat pernyataan bahwa tidak melakukan tindakan sisusila,

ticdak menvediakar minuwmnn Keras dan ohat-obatan lerarang,

d. daftar identitas t¢n qmm kerja (pramu pyjnt).
. pas foto ukuran

I ?5_6? sertifikat r._na:.ﬁan pengilaman kerja sebagii pramu

Dinas Sosial Kota
Palembing,

6 {enn _:_,. hari
kerjn

Non ketibusi

8. | Sural r;: Ouﬁ&uﬁ_:i
Panti Pipn Urut Tradisionn) (PPUT).
(Peraturan  Daerah  Koln  Palembang
Nomor 29  Tahun 2011  tentang
Pembinian dan Pengawasan Panti Pijat
Urut Tr disional, Salon Kicantikan dan
Pemanges Rambult).

9, |lzin Peavelenpgaraan Modia  Reklame | Pey

insidenti!

(Peratur i Daerah Kotn Palembang
Nomor 7 Tahun 2010 (entang  lzin
Penyelengparaan Reklame,

Peraturin  Daerah Kota Palembang

Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak
Reklame:

Peraturon Walikota Paleinbang Nomor
50 Tahun 2012 tentany  Persyaratan,
Mekanisine dan Provedur  Tetap
Pemungiran Pajak Reklare).

berjalan, -

Persyaratan
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemphon.
b. mengisi  formulic  surat  permoholiin

izin penyelen ggarnan

reklame [SPIPR).

¢, lzin operasional hiro jasa reklame (10 3JR).
o nielampirkan skersa lokasi letak reneana penveleiggaraan

reklame beserta keterangan ukuran dan jarak secara ditail dan
jelas.

e. melampirkan desive, bertuk [besert keterangan ukurs i Seeara

lengkap) simulator gambar, jenis, wirna dan isi (melip ali jenis
produk, tulisan dan gambar) secara jrelas.

. mielampirkan fotoopi polis asuransi media reklame higi yang
memiliki resiko (o hadap pihak lainnya,

£ fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan (PBE) tahun

Dinas Tv ta Kota
Palembeng,

/

berjalan ! S

15 [lin 2 belas)
hari ki tja

Retribusi:
Besarin
Retrilyisi diatur
dalam Perda
Kota fulembang
Nomor 50
Tahun 2012

WALIKO[MA PALEMBANG,

" HARNOQJOY(,




C. RINCIAN KEWENANGAN CAMAT

YANG DILIMPAHKAN DARI WALIKOTA BIDANG PELAYANAN NON PERIZINAN

R

(i R S SRR I S WAKTU
NO). CNIE PE f . . ; I i ;
| - mnz_ I m._mbla .u.v._.,E N Emm&bﬂ.&;z B . _..._uuiz‘mm..rm;fﬁ}m ﬂmc.mmm.d PELAYANAN
3 2 a 4 5
s e ———— o e
o ﬂ N - - ry — L - v ——s ——— o e e
_. .._w ﬁwm “M“MM”M" Wﬂ“ﬂ i 1. prmotion memusukkan berkas ke loket
+ HUIREET yanan
_. b ﬁﬂhﬁq“ﬂ?ﬂ”g 11.02 untuk penambichan 2. WM&H_P eqsi dlin validast oleh petugns
| AL fi " A, kant keluargi usli A sural keterangan 3. operalocmengentri data B
TR RARTU KELUARGA Feela Ot Teehil dari 2 (dui) harl ket kelumza
" (C-1) m. i Hara DERDCs [ “H% | 3. kepaia Sckal Pemerintahan dan Schrctaris
_ 5. E._waxou_”_ﬂ:z: nikah 3 _na..ﬁ_.:% _wu Euafa_hmmﬁ Hﬁu._qﬁ A E..m .
_ 6. lolokopi akta lahir/keterungan Lihir/ fazah RO St ot
_ 7. melampitiein forakepl bkt luns pajalk bumi 1 WE”... 1ol sinip disetahkan
dan bingunan (PEE] tahun begulan G MAF BIUCRER IR S
- _ - — - — e e e — S —— Vil & R e ———— " ——
1 1. pemahon memasukian berkns ke loket
pelayanan
1. telab berusia (7 (tafuh belas) tahue atay g 2. verifilenst dan validasi olch petuges
sl meniicah m#ﬁ:nmm | 3. pemohon melakukan perekaman iata (foto
KARTU TANDA PENDUDUR 2. sural pengantar Retuo BT/ RW Ke adudiien waish, tandla tangan, sidik jar, irls mata, dan
2 ELEKTRONIK 3. sural peaganrar kelirahan d _“x? CEtiia tanda tangan perselidjiuan kelenacan data)
(KTP-EL) 4. fotokapi kertu felunrgs unz .,__d_xos 4. tlata dikirim ke server iarti tanda
5. mebimpiricn Totakopl bukt lunas pojak bumi m._:_._é.hsan pencluduk clektronil: menunggy hasil celak
Aan Langunan (PBE) labun berjularn : kartu tandn pendudul elektranik duri Dines
Kependuduksn Dun Perreatatan Sipil Kota
Palembang
s | S| B e e

3. surat ksterangan kependudukan ...




RINCIAN KEWENANGAN CAMAT YANG DILIMPAHKAN DARI WAL

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR

549

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI

WALIKOTA KEPADA CAMAT

TAHUN 2015

IKOTA BIDANG PELAYANAN NON PERIZINAN

melanipirkan lolokopl buktl lunas puajule bumi
dan bangunan (PBB) tahun berjalan

NO.|  JENIS PELAYANAN P . AR : _
_ | a ERSYARATAN PENYELESAIAN PROSEDUR PELAYANAN
| 1 ~ 2 _ 4 5
| I—. = i~ o -, = o R e 1 g ]
4 imiratrenaartar Liirh I _HMNMW_MJ MemasuKiar berkas e ke
3. formulir hr—oﬁ atau 103 untuk penambahan o _M.el_wnmﬂ,.a:: validasi oieh petugas
anggota keluarga St el S
H AR AL 4 5.5: keluarga asli atau surat keteraagan . 3. “_ﬂw__u:ﬂwmw mengentri dete dan mencetak kartu
: (©-1) mnﬁvﬂ_ﬂm*m”ﬁnﬁ atau sursl kehilangan dari 2 (dua] hari keria | kepala Scksi Pemeriniahan dan Sekretaris
5. fatokopl bukky nikah _ Kecamatan memvalidisi kartu keluarga
w. qanﬂxon_ akia lahir/keterangan lahir/ijazah = %n% ganan kartt; kelyarga olch
. melampirkan fotokopi bukti lunas pajak bumi ) ; i
dun: bengunan (PBB) tahun berjalin 6. kartu keluargn siap diserahkan
. o = [T, pemohon memasukian berkas ke Io.<ct
ih prlaysaian
1. telah berusia 17 (tujul belas) tahun atau 2. verifikasi dan validasi o'eh petugas
| . sudah tenikah Sdunw wﬁ%ﬂwﬁﬂu 3. pemohon melakukan perekaman data (foto:
IKARTU TANDA E,uz._ucvcx 2. surat pengantar Ketua RT/RW _ﬁao.n:nﬁanmg wajdh, tanda langan, sidik jard, iris mata, dan
2. mrmm@zoz; 3. surat penpantar kelurihan i ana Faiatar tanda tangan persetujuan kebeneran data)
(KTP-EL) 4, fotokopi kartu keluarg: g q__ﬁ%w. WAAT | 4. data dildrim ke server kartu tanda

Palembang

penducuk elektronik menunggu hasil cetak

kartu tanda penduduk clektronik dari Dinas
Kependudtkan Dan Pencatatan Sipil Kola
Palembang

3. surat keterangan kependudukar .............
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B. RINCIAN KEWENANGAN CAMAT YANG DILIMPAHKAN DAR] WALIKOTA BIDANG PELAYANAN NON PERIZINAN

NO.|  JENIS PELAYANAN PERSYARATAN TSt PROSEDUR PELAYANAN
! 2 _ 3 3 5 B
LU peagANAr RET e rew e L. peniorion Bienas UR R e ke loker b=
2. surat pengantar Lurmh pelavanan
3, formulir (1,01 atau 1,03 tntuk penambahan 2, verificast dan validas aleh petugas
anggota keluarga 3. operator mengentri data dan mencetal karty
; KARTU KELUARGA 4, kartu keluarga asli atau surat keterangan i keluarga
' ey __thnﬂ_..“&“”ﬂmhﬁ atau surat kehilangan dari 2 (dug) hari kerjs | lepala Seksi Pererintahan dan Sckretaris
S g aﬂwm:nm R Kecamatan memyalidasi karty keluarga
6, fotokopi akta lahir/ keterangan khir/ ffazah > Wuaﬂm“npﬁﬂmammamh kartu keluarga dleh
7. melampitlkan fotokopl bulkti lunas pajak bumi il : . 3
dan bangunan (PBB] tahun berjalan 6. ket keludrgs slapdincraikan
- — 1. pemohan memasukkan berkas ke folet ]
pelayanan
1. relah berusia 17 ftujuh belas) tmhun atau : 2, verifikasi dan validasi oich pelugas
AR T TIOA PR UDRR 3 sudah menikah ) . Eomﬁmm_ma_mmﬂmxﬁ: i _xu”_._arcs melakukan _uw_.wxmawn data {folo
. surat pengantar Ketua RT/RW oAk wajah, tanda tangan, sidik jari, iris mata, dan
2 ELEKTRONIK 3. surat pengantar kelurahan &:ﬂynsnﬁ ifod tanda tangan persetujuan kebenaran data)
[KTP-EL) N M“_.oxoa ketrtu keluarga . , Sipil Kota ER A_JE dikirim _ﬁn.ﬁq«n._ kartu tanda,
. mielampirkan fotokopi bukti lunas pajak bumi Palombang penduduk elekironik menunggu hasil cetak

dan bangunan (PBB) tahun berjalan

kartu tanda penduduk elektronik dari Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Palembang

3. surat keterargan kependudukart .............
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PENDUDUK

pas [oto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan
(PBR) tahun begalan

Kecamatan memvatidasi suratl keterangan
pindah pendudule

5. sural keterangan pindah penduduk siap
Diserahkan

6. REKOMENDASTIZIN GANGGUAN.....oon

d <

1 2 3 3 5 3
1. pemolion dan memasukkan berkas ke loket n
pelayanan
2, verifikasi dan validasi olel: petugas
L. surat pengantar Ketua RT/RW 3. operator membuatkan sural keterangan
- ” 2, fotekopi kartu keluarga kependudukan | (empat) har
3. wﬂﬂmﬁmﬁﬂﬂhﬁﬁ N 3. pas foto 3x4 |2 lembar) Iisatu) hari kerja | 4. Kepala Sekesl Pemerintahan dan Sckretaris ﬁ rwwu I
" 4. lowwkopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan Kecamatan memvalidast Surat Keterangan
(FBB) tahun berjalan Kelahiran
5. penandatanganan oleh Camat
6. surat keterangan kependudukan siap
discrahkan
L. surar pengantar Ketua RT/RW 1. pemohan memasukkan berkas ke loket
2. kartu keluargn E__. pelayanan
3. sural keterangan pindah vnnn.zn:_ﬁ oleh . 2. verifikasi dan validasi oleh petugas
dinas/kantor/Instansi  kependudukan daerah 3, operator membuatkan surat keterangan i) el K
1 o ] : satu) hayl ke
SURAT KETERANGAN PINDAH o - _ 4 {empat] hari pindah datang,
4. DATANG 4. sural wn_hmqnn.wmh kedatangan ama pendaltaran t _nw _.._m._ﬂ. 4. Kepala Seksi pemerintahan dan Selaetaris
penduduk dari dinas kependudukan dan Kecamatan memvalidasi surat keterangan
catatan sipil kota palembang pindah datang
3. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 [dua) kembar 5. surat keterangan pindah datang siap
6. lotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan diserahkan
(PBB] tahun berjalan ————
“ininpat]fiar 1. pemohon memasukkan berkas ke loket
Kotja pelayanan
1. surat perigantar Ketua RT/RW 2. verifikasi dan validasi oleh petugas
m. HE.".__._ w.r.:m:..%— H_H»:n b A, operator membuatkan surat keterangan
- SURAT KETERANGAN PINDAR | 5+ #8rtu tanda pencildix assi pindah penduduk
oL ' 4. pengisian formulir [1.08 dari kelurahan 4. Kepula Scksi Pemerintahan dan Sekretaris



B, Sural pernyitann tidak dalam sengleta
7. melumplrlkan folakopi bukil luhas pajalk bumi
dan bangunan (FBB} tahun berjalan

1] 2 [ 3 4 ﬁ 5 "]
i _ 1. Sural pungantar ketua RT/RW /Lurah
2. Forolopi surat Kepemilikan Tanah /lzin
Pemakaian ...nHr:ﬂn 1. pemohon memasukkan berkas ke loker
3. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan . ?__E._E:_z )
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon M _..n:mrma“ nmb validast En__” w_uﬂ.mmw
g 1 . im teknis kecamatan melakukan
REKOMENDASI 1ZIN . yangmasih berlaku 3 :
5. GANGOGUAN 5. Foro Bulcti Akta Pendirian Perusahaan (bagl 3 [tiga) hari kerja _.:._“_h%nrm: iokasi )
DAN LAINNYA usahz yang berbadan hulkum) 4. operator membuatkan surat rokomendasi
| e g BTN > Kocamatan emalidas] suret sekamendast
perpanjangar mer !
7. Melampirkin Bulkti Tanda Lunas Pajak Bumi 6. penandatanganan oleh Camai
— = | N Rangrinan, e il :  disershkan.
5. Fotbkopi Bultti Lunas Pajak Bumi dan
| Bangunan (PEB} Tahun Berjalan = —
L. Surat Keterangan/Pernyataan ahli waris X
diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, L. wﬂmu__mwugnﬂmw:rﬁb berkas ke loket
o T . e H e
T oy 2. verifikasi dan validasi aleh petugas
.. JENDAFTARAN SURAT kelengkapan dan keabsahan tanda tangan ahli ; 3. Kepatla Seksi Kescjahteraan Seslaldan
7. KETERANGAN/ PERNYATAAN watls 1 (satu)] barl ket Sckretaris Kecamatan memyilidas sural
AHLI WARIS 3. Sural Keterangan Kematian 4 et/ puengAiyen il e
4. Kartu Keluargn : ;
5. Kartn Tanda Pendudulk para shli waris 5. Mﬂwm_rﬂﬂﬁﬂanﬁs.\_ﬂnﬂ&ﬁsmu ahliwars siap
6. Folokopi Bukt Lunas Pajalk Bumi dan Spee
Bangunan (PBB) Tahun Berjalan > —
1. Surat Pengakuan Hak diketahui dan 1. _Jaﬂx_&cu memasukkan berkas ke lolker
ditandatangani oleh Lurah, Ketua RT/RW peinyanan )
g A e } I i g
2. Kortu Keluarga (K . Ke eksi Peme no
PENDAFTARAN SURAT 3. Kartu Tanda Pendudul [KTP) 4 (empat) hari Selretaris Kecamatan memvalidasi surat
8. PENCGAKUAN HAK TANAH 4. Alas Hak atas Tanah (Bukti Kepemilikin) kerja pengakuan hak tanah usaha
USAHA 5. Surat Persetujuan Tetangea vang berbatasan M. w.ﬁmb&:mﬂmmm:..gseﬁs E:ﬁm_ i siap
. surat pengakuan hak tanah usaha si

diserahkan

9. SURAT PENGOPERAN HAK ..ovvconvovmvaniesis

@ 7



|-

3

5

SURAT PENCO "ERAN FIAK
TANAH USAHA

Alas hak/dasar suri tanah usaha

pengisian formulir syrat pengoperan hak
suml pengoperan hilk diketahul dan
ditandatangani olel iurah, ketua RT/RW
beserta saksi-saksi/ ietangpea yang berbatusan

- sural pernyataan ticak dalam

sengheta/ tergadai
melampirkan folokopi bukti lunas pajak humi
dan bangunan (FEH] tahun berjalan

4 (empat] hari
kerji

1. pemobon memasikkan berkos ke loket
pelayanan

2, verifikas. dan vilidasi oleh polugns Inpangan

3. Kepala Seksi Pemerintahan don
Selretarls Kecamnatan memviiiidas surat
pengoperan hak tanah usaho

4. penandalanganan olel Cami!

5. surat pengoperan hak tanah Lsaha siap
diserahkin

10, |

H

SURAT-SURAT KETERANGAN
CAMAT LAWNNYA

- Berkas Permohonan yang telah diisi dengan

lengkap dan sesuni dengan ketentuan yaig
Lerlaku

Sural Pengantar dar alau Berkns Permolicnan
vang diketahui oleh ketua RT/RW dan Lurah

. Fotokopi Kartu Tanils Pendudule dan asiu

Kartu Keluarga Peninhon

Dokumen pendukung lainnya sesuai Knsis
melampirkan Folokopl Bukei Lunas Pajul
Bumi dan Bangunar (PBB) Tahun Berjalin

1'{satu) har leerja

1. pemohor: memasulkian berle s ke loket
pelayanin

2, verifikasi dan validasi olch peligas

3, operator membuat syt rekomend s

4, Kepala Srksl Pemerintuhan din Seloetaris
Recamat. n memvalidasi sural sekomendasi

5. penandalimganan oleh Camal

6. surat-sural / dekumen siap discrnhkan
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